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Kepailitan adalah lembaga yang berfungsi sebagai pranata hukum 
penyelesaian sengketa hutang-piutang oleh debitor, kreditor atau pihak yang 
berkepentingan lainnya. Hal ini dikarenakan kepailitan memiliki ciri khas yaitu 
pertama proses beracara yang cepat karena jangka waktu dikeluarkannya putusan 
Pengadilan Niaga  harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah 
tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan.
1
 Kedua, cukup dengan terbukti 
secara sederhana (sumir) terpenuhinya persyaratan untuk dinyatakan pailit. Syarat 
agar pengajuan permohonan pernyataan pailit dapat dikabulkan terbagi menjadi 
dua yaitu syarat formil dan syarat materil. Syarat formil terdiri dari dua 
komponen, yaitu kompetensi Pengadilan Niaga dan pembuktian sederhana. 
Sedangkan syarat materil terdiri dari tiga komponen, yaitu adanya debitor, adanya 
dua kreditor atau lebih dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah 
jatuh waktu dan dapat ditagih.  
Salah satu pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit adalah kreditor. 
Pekerja memiliki kedudukan hukum sebagai kreditor preferen umum dalam salah 
satu golongan kreditor yang dapat mengajukan permohonan pailit. Hal ini 
dilatarbelakangi oleh tidak terpenuhinya hak normatif yang seharusnya diterima 
oleh karena Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh perusahaan 
(ketentuan Pasal 156 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan) 
sehingga besarnya hak normatif yang dapat ditentukan dalam bentuk sejumlah 
uang tersebut dikategorikan sebagai utang dalam arti luas. Hal ini menimbulkan 
problematika oleh karena perselisihan maupun perselisihan PHK bahwasannya 
adalah kompetensi Pengadilan Hubungan Industrial. Sehingga apakah dalam 
mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga perlu mendapatkan 
penetapan PHI yang menentukan besarnya hak normatif yang diterima pekerja 
akibat PHK ?  
                                                          
1
 Pasal 8 ayat (5) UU No. 37 Tahun 2004. 
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Dalam skripsi ini memaparkan hasil penelitian yang disertai analisis 
mengenai variasi pertimbangan hakim dan amar putusan dalam memutus 10 
(sepuluh) kasus kepailitan yang mana pemohonnya adalah pekerja, baik kasus 
kepailitan yang dikabulkan maupun yang ditolak. Selain itu, penulis memaparkan 
apakah diperlukan penetapan PHI yang menentukan besarnya hak normatif yang 
diterima pekerja akibat PHK serta variasi yang dapat dilakukan oleh pekerja agar 
permohonan kepailitan dapat dikabulkan. Harapan penulis, pembaca dapat 
memahami alasan-alasan penolakan yang ada dalam pertimbangan hakim apakah 
telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak sesuai. Serta variasi 
yang penulis paparkan dapat dijadikan solusi untuk menjawab problematika 
terhadap pekerja dalam proses kepailitan Perseroan Terbatas. 
  
 
        Salatiga, 4 September 2017 
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Skripsi ini membahas tentang problematika terhadap pekerja dalam proses 
kepailitan Perseroan Terbatas. Problematika yang dimaksud adalah pekerja yang 
memiliki kedudukan hukum sebagai kreditor untuk mengajukan permohonan 
pailit terhadap debitor (perseroan terbatas) melalui proses kepailitan, 8 (delapan) 
dari 10 (sepuluh) kasus dinyatakan ditolak. Alasan penolakan salah satunya 
karena perselisihan antara pekerja dan perusaaan adalah perselisihan hak normatif 
yang menjadi kompetensi/kewenangan dari Pengadilan Hubungan Industrial. 
Sehingga apakah dalam mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga perlu 
mendapatkan penetapan PHI yang menentukan besarnya hak normatif yang 
diterima pekerja akibat PHK ?  
Dalam skripsi ini jika dilihat dalam dua kasus kepailitan yang dikabulkan, 
permohonan pailit oleh pekerja dapat dikabulkan apabila subjek sebagai pemohon 
pailit adalah serikat pekerja, adanya perjanjian bersama antara pekerja dan 
perusahaan serta adanya pengakuan utang oleh perusahan. Dalam permohonan 
pailit, tidak perlu mendapatkan penetapan PHI yang menentukan besarnya hak 
normatif yang diterima pekerja akibat PHK. Alasannya karena cukup dengan 
adanya perjanjian bersama yang berisi kewajiban perusahaan terhadap 
pembayaran hak pekerja dapat menjadi bukti adanya utang. Hal ini dikarenakan 
apabila melalui penetapan PHI dan perusahaan tidak mau melakukan 
kewajibannya, diperlukan permohonan eksekusi dan jangka waktu eksekusi yang 
tidak memiliki kepastian batas akhir pelaksanaannya menyebabkan tidak adanya 
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